
BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 30 TAHUN 2022 

TENTANG 

SALINAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERt\H P.ERUNDUNGAN PEREMPUAN DAN 
ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLlNDUNGAN ANAK 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAB.MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUFATIBENGKUWUTARA, 

: a . bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlind11ngan Anak Kabupaten Bengkulu Utara telah 
mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat 
Gubemur Bengkulu Nomor 060 /1723 /B.5/2022 
tanggal 06 September 2022 perihal Rekomendasi 
Pembentukan Unjt Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak 
Kalmpaten Bengkulu Utara; 

b. bahwa untuk melaksa.nakan ketentuan Pasal 20 ayat 
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kla-sifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 1'eknis Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:mana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kaovpaten Bengku.lu Utara.; 

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) 
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan 
Vndang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kota Praja, 
Dalam Lingku~ Daerah Tingkat l Sumatera 
Selatan, Sebagru Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan A.nak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik mdonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Un<lang-Undang Nornor 35 're.hun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 nomor 297 
Tambahan Lembara.n Negara Repubh"k Indonesia Nomor 
5606); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tam.ha.ban Lembaran Negara Repu.blik 
lruionesia f'lomor 44191; 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagai.mana 
t~Jah diubah beberapa kaij terakbir <:!engan Undang
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuan-gan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan I.embaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6757); 

5. Pere.tu.ran Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengao Petaturan Menten 
Dalam Negeri Norn.or 120 Tabun 2018 tentang 
Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

6. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahw1 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ~tang Perubahan Atas Peraturan Pemerint:ah 
Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Notnor 187, Tamba.11.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Ptiraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 12 Tabuo 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas clan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Menteri Pemben:!ayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 T::tbun 2018 t:entang 
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 



Menet:apkan 

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826 Tahun 
2021); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Namor 5 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak 
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20 t8 
Nomor ... ); 

l l. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 
Tahun 2015 tentan_g Perlindungan, Pencegahan dan 
Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan 
Anak (Lem.ha.ran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2015 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Norn.or 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengk:ulu Utara Tahu:n 
2016 Nomor 14, rambahan 1embaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu lJtara Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengk:ulu 
Utara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahttrt 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten BengkuJu Utara Tahun 
2022 Nomor 2}; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATT TENTANG UNIT PELAKSANA 
TEKNlS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUA.~ DAN 
ANAK DlNAS PEMBERYAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKULU UTARA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang diroaks•td dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerint.ahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh 

Petnerintah Daerah dan Dewan PerwakiLan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi se1uas-luasnya 
dalam sistem dan pririsip Negara Kesatuan Republik lndonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daetah adalah Kepala Daerah seb~ai unsur penyelenggara 
Pemerint.ahan Deerab yang memimpin pelals:saoaen Urusan Pemerintaban 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara. 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Kabupaten Bengkulu Utara. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Din.as Pomberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkulu Utara. 



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiat.an teknis operasronal dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A_ 

8 . UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPI'D Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Utara. 

9. Togas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksauakan kegiatan 
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat . 

10. Togas Teknis Penunjang ad.alah tugas untuk melaksanakan kegiatan teimis 
tertentu da.lam rangka mendukung pelaksanakan tugas organisasi 
induknya. 

11 . Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bengkulu Utara. 

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
UPI'D Perli.ndungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Utara. 

BAB Il 
.PEMBE-NTIJKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPJ'D Perli:ndungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bengkulu Uta:m. 

BAB ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAi~J 

Bagian Kesatu 
Ke<iudubn 

Pasal3 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas 
Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh l<epala UPTD 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepa:la Dinas. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

( 1) Susunan Organisasi UPTD Perlind ungan Perempuan dan Anak terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Subbagjan Tata Usaha; 
c . Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan 
d Pelaksana. 

(2) St.ruktu.r OrganiSMi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
sebagairnana tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak 
te:rpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagiao Kesatu 
Kepala UPTD 



Pasal 5 

(1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk 
memlmpin, mengkoordinasi.kan dan mengenrlalik;m UP'l'D dalam 
menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami masa!ah kekerasan, disloiminasi, perbndungan khusus, dan 
masalah lainnya. 

(2) dalatn melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud pada ayat ( l l Kepala 
UPTD menyelen_ggarakan fungsi : 
a. mengkoordinasika.n dan mengendalikan semua kegiatan 

penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 
b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 
e. menyusun rekomen<lasi h.asil pengelolaan kasus; 
d. membina dan m.eningkatka-n kemampuan pare. pegawai dalam 

lingkungan UPI'D Perlindungan Perempuan dan Anak; 
e. melaksanakan admin.istrasi. UPTD Periindungan Perempuan dan Anak; 
f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan 

pelabanaa:n tugas kepada Kepala Dinas aecara berkala untuk menjamin 
p,")aksaoaan tugas sesuai sesuai rencana; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 
fungsinya dalam rangka kelancamn pe.lalraanaan tugas. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha meI.lksanakan tugas : 
a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi 

umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan keramahtanggaan 
dalam lingkup UPTD; 

b. mengelola urusan surat menyurat, kea.rsipan, hubungan masyarakat, 
dokumentasj dan perpusta.kaan; 

c. meng,koordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur kegie.te.n 
UPTD; 

d. melaksanakan pencatatan data korban; 
e , mengkoordinasikan pelaksanaa n Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja 

di llilgkungan UPTD; dart 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tu.gas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran peiaksanaa.n tugas. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabat.an Fungsional Tertentu 

Pasal 7 

(l} Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas sejumlah t~naga dalam 
jabatan fungsiona1 yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahlian. 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fung:s.ional yang ditunjuk 
oleh Kepala Dinas. 



(3) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 
PELAKSANA 

Pasal 8 

Da1am mengoprasikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, diperl.ukan 
sumber daya manUBia yang handal, memiliki keahlian,dan pengetahuan yang 
cukup untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar sumber daya 
dimaksud. 
a . Kelompokjabatan KonselorPsikologi /Hukum; 
b. Kelompok jabatan Mediator; 
c, PengadminJstmm Unnun; 
d . Pengemudi; 
e. Penjaga keamanan; dan 
f. Penjaga asrama. 

B'ABVl 
TATA KERJA 

Pasal 9 

(I) Dalam melaksao.akan tu.gas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak wajib: 

a. melaksanaka.n prinsip koortlinasi, integrasi, cl.an sinkron.isasi serta kerja 
sama baik di lingkungan internal maupun eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, 
membina serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan 
e . menyusun laporan pelakse.naan tu.gas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(21 Pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakBanakan 

tugas clan fungsinya dapat berlroon:linasi dengan: 

a . pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan 
kesehatan lainnya; 

b. balai pemasyarakatan; 

c. kepolisian sektor, kepolisia:n resort da.n kepolisia:n daerah; 
d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 
e. pengadilan. negeri dan pengadilan tinggi; 
f. kantor wilayah Kementerian Agama; 
g . kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asa~i Manusia; 
h. lembaga Pembinaan Khusus Anak; 
i. lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; clan 
j. institusi lainnya. 

(3} Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyampajkan hasil 
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggaraka:o 
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
pe1 lindungan anak cli v.ilayahnya. 



BABVI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAMJABATAN 

Pasal 10 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

BAB VU 
JABATAN DAN ESELON 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD mentpakan Jabatan Struktural eselon [V.a. 
(2} Kepala Subba,gian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b. 

BAB VJIJ 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal drundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bent.a Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ditetapkan di Al'ga Malattu:r 
pada tanggal 24 Oktober 2022 

BUPATl BENGKULU UTARA, 

ltd 

MlAN 

Diundangktm di Arga Makmur 
pad.a tanggal 24 Oktober 2022 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

FITRIYANSYAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30 

Salinan Se$Uai Denga Aslinya. 
KEP-ALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

DES'3-RO,S.H 
Penata Tk. I (Ill/ d) 

NIP. 197001102010011003 



LAMPIRA.N 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 30 TAHUN 2022 
TENTANG UNTT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
DAN ANAK DlNAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KABUPATEN BENGKULU UTARA. 

STRUKTUR ORGAN!SASI 
1.JNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERUNDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
DJNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL!NDUNGAN ANAK 

KABUPA'I'EN BENGKULU UTARA 

KEl.OMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL 

TERTENTU 

I 
KONSELOR 

(PSlKOLOGIS/HUKIJM 

Salinan SesuaJ Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

~ PES:~BO,s.H 
Penata Tk. I (UI/d) 

NIP. 197001102010011003 

KEPALADrNAS 

KEPALAUPID 

KEPALASUB BAGfAN 
TATAUSAHA 

PENGADMINlSTR ASl 
~ PENGEMUDI 

UMUM 

PENJAGA t-

KEAMANAN 

l 
PENJAGA MEDIATOR 
ASRAMA 

BUPATJ BENOKULU UTA.RA. 

ttd 

MlAN 
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